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Kasasi merupakan salah satu upaya hukum dalam perkara TUN. Pada dasarnya semua perkara TUN dapat
digukan kasasi. Akan tetapi sgjak berlakunya Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan
atas Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang MA, makatidak semua perkara TUN dapat digjukan
kasasi. Pembatasan kasasi yang diatur dalam Pasal 45A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 adalah
pembatasan pengajuan kasasi terhadap perkara TUN yang objek gugatannya berupa keputusan pej abat
daerah yang jangkauan keputusannya berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan.

Dalam ketentuan tersebut tidak termasuk keputusan pejabat TUN yang berasal dari kewenangan yang tidak
diberikan kepada daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pembatasan tersebut dilakukan
melalui penetapan Ketua PTUN dan permohonan kasasi tersebut tidak dikirimkan ke MA. Ketentuan Pasal
45A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tersebut dalam prakteknya masih menjadi perdebatan. Oleh
karenanya di beberapa kasus masih terjadi perbedaan penerapan pasal tersebut, seperti dalam kasus gugatan
atas Surat Perintah Bongkar Walikota Jakarta Timur dengan kasus CV Sungai Bendera Jaya.

Melaui metode penelitian hukum normatif, skripsi ini akan mencoba menjawab permasalahan mengenal
pembatasan terhadap perkara TUN yang dikecualikan untuk digjukan kasasi, serta prosedur penolakan
terhadap perkaratersebut. Dengan adanya pembatasan perkara tersebut diharapkan dapat mengurangi
penumpukan perkaradi MA serta meningkatkan kualitas putusan PTUN dan PTTUN.
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